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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam dunia kerja saat ini baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar sudah memanfaatkan IT ( teknologi informasi ) dalam membangun dunia bisnis. Komputer sebagai salah satu sarana IT telah memegang peranan yang vital. Sehingga manajemen dituntut untuk menguasai perangkat – perangkat lunak untuk mendukung kinerjanya. Selain itu harga dari sebuah perangkat komputer saat ini sudah dapat dijangkau oleh masyarakat pada umumnya. 
Suatu perusahaan menggunakan perangkat tersebut untuk mempermudah penghitungan – penghitungan akuntansi. Dan membantu kegiatan – kegiatan yang terjadi baik di dalam maupun di luar perusahaan khususnya dalam bidang akuntansi keuangan yaitu menangani transaksi dan pelaporan keuangan yang akurat dalam melihat kemajuan perusahaan. 

Karena banyaknya masalah yang mungkin terjadi dan melibatkan kontraversi serta perbedaan pendapat dan interpretasi yang mungkin mempengaruhi pengambilan keputusan oleh publik. Jarang terdapat suatu solusi atau jawaban yang pasti untuk penyelesaian akuntasi keuangan ketika berbagai pilihan muncul, pilihan yang diambil akuntan dapat menghasilkan perbedaan besar dalam data akuntansi yang dilaporkan dan mempengaruhi persepsi publik. Sehingga suatu sistem penghitungan secara sistematis dibutuhkan oleh seorang manajer. Apalagi dalam proses merekrut seorang karyawan baru. Data – data yang dibutuhkan pasti sangat banyak dan rumit. Seperti proses penggajian atau pengupahan. Gaji yang harus dibayar harus sesuai dengan kinerja, jabatan dan kualitas dari hasil pekerjaannya. Komputer sebagai alat pengolah data yang mutakhir pada saat ini, memberikan banyak kemudahan kepada para pemakai untuk mengoperasikannya. Sebagai alat bantu, komputer tidak bisa berbuat apa – apa tanpa diberi perintah oleh pemakai. 

Sedangkan perintah – perintah untuk komputer tersebut dinamakan program. Meskipun sebagai alat bantu untuk pengolahan data, komputer mempunyai banyak kemampuan yang tidak dimiliki manusia.

Kemampuan – kemampuan tersebut meliputi :

-. Bekerja dengan kecepatan tinggi.

-. Informasi dari hasil pemrosesan data dapat dihandalkan kebenarannya.

-. Menghemat tempat penyimpanan data.

-. Menghemat tenaga kerja.


Pajak Penghasilan pasal 21 adalah penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Adanya instansi tertentu yang masih melakukan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 orang pribadi secara manual. Sehingga masih menimbulkan kekurangan – kekurangan, antara lain menguras tenaga, biaya dan tenaga yang banyak. Namun adapula instansi tertentu yang sudah menggunakan sistem komputerisasi, tapi hanya terbatas pada perhitungan gaji pada umumnya. Dengan demikian dibutuhkan suatu sistem pemrosesan data yang berbasis komputerisasi yang modern.

Sehingga dengan kelancaran kegiatan dalam menyimpan dan mengolah data maka semakin baik pula manajemen dari suatu instansi baik dalam hal proses perencanaan ataupun proses pengambilan keputusan.


Sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini, maka penulis membuat laporan penelitian dengan judul Sistem Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Rumah Sakit Mata Dr. YAP Yogyakarta. Instansi ini telah merintis komputerisasi di bidang manajemen. Salah satu masalah manajemen yang dikembangkan pemrosesan datanya dengan alat bantu komputer adalah masalah penggajian dan perhitungan pajak karyawan. Yang menjelaskan tentang penghasilan orang pribadi setelah adanya penambahan tunjangan dan pengurangan potongan (biaya jabatan, iuran pensiun, PTKP, PKP) serta menghasilkan Pajak Penghasilan pasal 21 yang ditanggung dan dibayar oleh karyawan atau pegawai tersebut.
1.2 Perumusan Masalah


Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :
a. cara menghitung Pajak Penghasilan orang pribadi dengan sistem komputerisasi berdasarkan undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

b. setelah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21, apa yang dihasilkan oleh pemotong pajak dan para wajib pajak.

1.3 Batasan Masalah


Dalam komputerisasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Rumah Sakit Mata Dr. YAP Yogyakarta dibatasi masalahnya pada sistem perhitungan pajak penghasilan orang pribadi untuk karyawan atau pegawai tetap seperti halnya data yang diolah mengenai pengalokasian gaji karyawan, rincian potongan – potongan (biaya jabatan, iuran pensiun, PTKP, PKP) dan tunjangan – tunjangan yang akan diterima oleh karyawan pada salah satu instansi saja, yaitu Instalasi Gizi. Dalam sistem ini tidak dibahas mengenai gaji lembur dan tidak menjelaskan darimana gaji pokok didapatkan (langsung ditetapkan gaji pokoknya). Sistem yang dibuat mengenai Sistem Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 di Rumah Sakit Mata Dr. YAP Yogyakarta. 
1.4 Maksud dan Tujuan Penulisan


Maksud dan tujuan dari pembuatan program Perhitungan Pajak Panghasilan Pasal 21 di Rumah Sakit Mata Dr. YAP Yogyakarta yaitu untuk membantu Rumah Sakit Mata Dr. YAP Yogyakarta dalam peningkatan pelayanan dan pengolahan  Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan agar lebih efisien, cepat dan akurat.
1.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendukung kelengkapan serta kelancaran data penyelesaian laporan karya tulis ini diperlukan tindak lanjut, seperti :
a. Wawancara
Dalam proses wawancara ini penulis mengetahui secara pasti tentang kesesuaian tentang perancangan sistem yang dibangun untuk melakukan pengumpulan data.

b. Observasi Langsung

Secara langsung melakukan tanya jawab kepada sumber untuk mengetahui secara nyata permasalahan yang dihadapi dan akan dibahas. Serta melihat secara langsung objek yang akan dijadikan bahan karya tulis.

1.6 Sistematika Penulisan


Sesuai dengan pokok masalah yang telah dijelaskan diatas secara garis besar, maka sistematika tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN


Dalam bab ini diterangkan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN UMUM


Dalam bab ini diterangkan tentang institusi tempat tugas akhir, prosedur pengolahan data penggajian dan perhitungan pajak dengan paket program (manual), keuntungan pengolahan data penggajian dan perhitungan pajak dengan bahasa pemrograman Visual Basic serta sekilas tentang perangkat lunak yang digunakan(Visual Basic).
BAB III

PERANCANGAN SISTEM


Pada bab ini diterapkan tentang perangkat pendukung, rancangan tabel, bagan alir sistem dan penjelasan, relasi antar tabel, rancangan masukan, dan rancangan keluaran.
BAB IV

PELAKSANAAN SISTEM



Dalam bab ini diterangkan tentang pelaksanaan sistem yang telah dikembangkan meliputi cara menjalankan program, menghasilkan laporan, dan impassing.
BAB V
PENUTUP

Bab ini menerangkan kesimpulan dan saran-saran.
BAB II
TINJAUAN UMUM
2.1 Sejarah Pendirian

Sejak berdiri pada tahun 1923, Rumah Sakit Mata Dr. Yap merupakan rumah sakit khusus yang lingkup kegiatannya meliputi upaya peningkatan kesehatan mata; pencegahan dan deteksi dini penyakit mata; diagnosis dan tindakan penyembuhan terhadap pasien penyakit mata serta memajukan ilmu kesehatan mata. Rumah Sakit Mata Dr. Yap berstatus sebagai rumah sakit swasta milik masyarakat Yogyakarta.
2.1.1 Latar Belakang Dan Sejarah


Keberadaan Rumah Sakit Dr. Yap dan lembaga lain yang didirikan disampingnya tidak dapat dilepaskan dari prakarsa dan usaha Dr. Yap Hong Tjoen. Ki Hajar Dewantara sebagai sahabat karibnya mengungkapkan :

“....Disanalah (sejak di Negeri Belanda) sudah timbul hasrat Dr. Yap 
untuk mengamalkan keahlian dan kepandaiannya kepada rakyat 
Indonesia...”


(Ki Hajar Dewantara, 1948, Sambutab pada Peringatan 25 tahun 
Rumah Sakit Dr. Yap).

Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan usaha – usaha :
a. mendirikan rumah sakit – rumah sakit dan klinik – klinik penderita penyakit mata, dan memberi bantuan kepada lembaga lain yang bermaksud mendirikan sarana tersebut;

b. memberikan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan dengan mengunjungi kampung – kampung dan desa – desa;

c. mendirikan lembaga tunanetra guna memberi bekal ketrampilan untuk bekerja bagi penderita yang mengalami kebutaan;

d. mencegah penyakit mata dengan memajukan higiene sekolah dan menunjuk dokter – dokter sekolah;

e. memberi saran kepada pemerintah atau penguasa guna mengadakan tindakan bagi penderita penyakit mata, penyandang tunanetra, dan untuk pemberantasan penyakit mata;

f. melalui cara – cara yang legal atau sah menurut hukum untuk meningkatkan usaha – usaha mencapai tujuan tersebut di atas.

2.2 Susunan Organisasi


Susunan organisasi adalah susunan dari pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab dari organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Sedangkan tujuan dibentuk organisasi, yaitu :

-. Mempermudah pelaksanaan tugas.

-. Mempermudah pimpinan dalam mengawasi bawahan.

-. Mengkoordinasi kegiatan – kegiatan bawahan.

2.3 Struktur Organisasi


Meskipun Rumah Sakit Dr. Yap Yogyakarta telah melaksanakan perubahan – perubahan mendasar dalam manajemen pengelolaannya yan telah ditanamkan oleh pendirinya tetap dipertahankan dan menjadi ciri khas Rumah Sakit Mata Dr. Yap Yogyakarta.
Pengelolaan pada Periode 1993-2003


Periode 1993-2003, di bawah pimpinan dr. Tri Sutarnin. Pada saat itu konsep – konsep manajemen rumah sakit mulai dimunculkan, terutama di Jogjakarta dengan berdirinya Magister Manajemen Rumah Sakit Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Hal ini mempengaruhi Rumah Sakit Mata Dr. Yap. Sebagai akibat dari pengaruh manajemen rumah sakit di luar, maka disusun struktur organisasi sesuai dengan surat keputusan SK Yayasan No.08 B/YRSMY/K/III/1999 Rumah Sakit Mata Dr. Yap Yogyakarta.

Dengan struktur ini segala keputusan diambil oleh direksi yang terdiri dari dr. Tri Sutartin, dr. Enni Chyani, dan dr. T.J. Situmorang dengan memenuhi peraturan – peraturan yang ditetapkan oleh yayasan.

Oleh karena makin banyaknya dokter mata dan adanya pelayanan sub – sub divisi maka dibentuk pengurus Staf Medis Fungsional (SMF) Mata dengan SK No.1b/RSM/SK/VIII/1997 yang ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 1977 dengan susunan pengurus sebagai berikut :


Ketua
 : dr. Warsidi Gunawan, Sp.M


Sekretaris : dr. Nunuk Maria Ulfah, Sp.M


Anggota 
 : dr. Gunawan, Sp.M




   dr. Basarodin K., Sp.M




   dr. Hartono, Sp.M




   dr. Angela Nurini Agni, Sp.M




   dr. Siti Sundari, Sp.M




   dr. Suhardjo, SU, Sp.M




   dr. Agus Supartoto, Sp.M


Untuk dapat menjaga mutu medik rumah sakit, maka dibentuk Komite Medik yang dibentuk pada 17 Februari 2001 yang ditetapkan dengan SK Yayasan Rumah Sakit Mata Dr. Yap No. 03/YRSM/K/II/2001.


Struktur organisasi pada Rumah Sakit Mata Dr.YAP Yogyakarta, untuk lebih jelas lihat gambar 2.1 berikut ini :
2.4 Pengolahan Data Gaji dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Sedang Berjalan ( Manual )


Sistem pengolahan data penggajian dan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 di Bagian Instalasi Gizi Rumah Sakit Mata Dr. YAP Yogyakarta sampai saat ini, masih menggunakan paket program lembaran kerja, bahkan masih ada juga yang menggunakan paket program pengolah kata untuk pembuatan macam – macam laporam, sehingga informasi yang dihasilkan sering tidak seperti yang diharapkan, karena sistem ini memiliki beberapa kelemahan jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman. Dengan sistem ini ketelitian data dan informasi belum optimal, karena untuk validasi data masih diserahkan tenaga manusia meskipun tidak sepenuhnya. Karena tenaga manusia itu terbatas, sehingga mudah lelah. 
Kecuali alasan tersebut diatas ada kelemahan lain, meliputi :
-. Memerlukan tenaga dan waktu yang relatif banyak, karena tenaga dan kemampuan berpikir manusia terbatas. Ketelitian data kurang akurat karena sifat manusia sering mengalami kebosanan kerja.

-. Operatornya harus benar – benar menguasai perangkat lunak yang digunakan. 


Untuk mengatasi hal – hal tersebut diatas, maka dibutuhkan program yang siap pakai sebagai pengolah datanya. Alur sistem penggajian dan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang berjalan saat ini dapat dilihat pada gambar 2.2.


[image: image1]
Gambar 2.2
Alir sistem perhitungan PPh pasal 21

Penjelasan diagram alir sistem yang sedang berjalan, sebagai berikut :

      Sampai saat ini pengelolaan gaji karyawan ( termasuk perhitungan PPh pasal 21) di Rumah Sakit Mata Dr. YAP Yogyakarta, masih dikerjakan dengan paket program lembar kerja maupun paket program olah kata. Tahap – tahap pengolahannya adalah seperti dibawah ini. Mula – mula data ditulis ke formulir, setelah formulir ini diteliti oleh bagian pemeriksaan dan formulir ini sudah yakin tidak ada kesalahan, baru diserahkan ke bagian pengolah gaji. Seandainya formulir tersebut masih ada kesalahan, maka diadakan pembetulan dahulu. Formulir – formulir yang berisi data yang sudah benar tesebut setelah akhir bulan diproses.
2.5 Gambaran Umum tentang Perpajakan

2.5.1 Definisi Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH, adalah Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan, sehingga berbunyi :

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayi public investment. 
2.5.2 Definisi Fungsi Pajak


Terdapat dua fungsi pajak, yaitu :

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. 

b. Fungsi Regulered (Mengatur)

Artinya pajak mempunyai fungsi mengatur atau sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa fungsi pajak  dalam penerapannya :

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang - barang mewah. 
b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan., maksudnya pihak yang berpenghasilan tinggi memberikan kontribusi yang tinggi pula.

c. Tarif pajak ekspor adalah 0%,  maksudnya agar para pengusaha meningkatkan ekspor hasil produksinya di pasar dunia.
d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti semen, rokok, baja, dan lain-lain.

e. Pembebasan Pajak Penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan anggota.

2.5.3 Definisi Wajib Pajak



Wajib pajak dalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

2.5.4 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
2.5.5 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dengan ketentuan sebagai berikut :

	Lapisan Penghasilan Kena Pajak
	Tarif Pajak

	Penghasilan Kena Pajak Rp 0,00 s/d Rp 25.000.000,00
	5%

	Di atas Rp 25.000.000,00 s/d Rp 50.000.000,00
	10%

	Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00
	15%

	Di atas Rp 100.000.000,00 s/d Rp 200.000.000,00
	25%

	Di atas Rp 200.000.000,00
	35%


Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan

2.5.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak
Dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dalam negeri orang pribadi, penghasilan neto dikurangi lagi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Ketentuan besarnya PTKP setahun sesuai pasal 7 UU No. 17 Tahun 2000 adalah :

a. Rp. 2.880.000,00 untuk diri Wajib Pajak.
b. Rp. 1.440.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang sudah kawin.

c.  Rp.1.440.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungannya (meliputi orangtua, mertua, anak kandung, anak tiri, anak angkat) maksimal tiga (3) orang.
Hal – hal yang perlu diperhatikan untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi wajib pajak wanita, yaitu :

1. Wajib Pajak adalah wanita kawin dan suami menerima atau memperoleh penghasilan, PTKP setahun yang diberikan kepadanya hanya untuk dirinya sendiri sebesar Rp.2.880.000,00

2. Wajib Pajak adalah wanita kawin yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat ( serendah – rendahnya kecamatan ) bahwa suami tidak menerima penghasilan, kepadanya diberikan tambahan PTKP untuk suami dan jumlah tanggungan anak maksimal 3 orang.

2.5.7 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Fungsi NPWP sebagai :
-. Tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak;

-. Pemenuhan kewajiban perpajakan;

-. Menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi perpajakan;

-. Mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu.

2.5.8 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak  atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.5.9 Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

Cara menghitung Pajak Penghasilan pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan Pajak Penghasilan pada umumnya. Namun dalam menghitung Pajak Penghasilan pasal 21 selain pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak, juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan atau potongan jabatan dan iuran pensiun. Selain itu, tarif  yang ditetapkan juga bervariasi sesuai dengan pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan. Aturan cara perhitungannya dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Menghitung penghasilan bruto sebulan, terdiri dari gaji tetap sebulan ditambahkan tunjangan lainnya yang perupakan penghasilan dikenakan pajak untuk pegawai yang bersangkutan, dengan rumus :
	Penghasilan Bruto = Gaji Pokok + Tunjangan



Gaji adalah upah yang diterima karena suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh seorang pegawai. Tunjangan struktural adalah tunjangan untuk meningkatkan penghasilan. Sedangkan besarnya tunjangan struktural yang dikenakan sebesar 25% dari Gaji Pokok. Tunjangan Fungsional sebesar 5 % dari Gaji Pokok.
b. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.1.296.000,00 setahun atau Rp.108.000,00 sebulan. Biaya jabatan dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.

	Biaya Jabatan   =    5%   *   Penghasilan Bruto


c. Iuran pensiun adalah iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Dapat dihitung dengan rumus :

	Iuran Pensiun        =       5%  *  Gaji Pokok  +  TPP


TPP ditambahkan bila ada perbaikan penghasilan dari seorang 
pegawai

d. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sebenarnya yaitu :
1. Untuk Wajib Pajak pribadi  Rp 2.880.000,00 setahun atau Rp. 240.000,00 sebulan.
2. Untuk Wajib Pajak kawin (K/...) Rp 1.440.000,00 setahun atau Rp. 120.000,00 sebulan.

3. Tambahan untuk istri yang berpenghasilan digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp 2.880.000,00 setahun atau Rp. 240.000,00 sebulan.

4. Tambahan untuk setiap anggota keluarga (paling banyak 3 orang).
a. K/1...sebesar Rp 5.760.000,00 setahun atau Rp 480.000,00 sebulan.
b. K/2...sebesar Rp 7.200.000,00 setahun atau Rp 600.000,00 sebulan.
c. K/3...sebesar Rp 8.640.000,00 setahun atau Rp 720.000,00 sebulan.
-  Untuk menghitung Pajak Penghasilan pasal 21 dalam satu tahun 


yaitu tarif pasal 17 UU Tahun 2000 dikalikan dengan 



Penghasilan Kena Pajak dan dapat dihitung dengan rumus :

	PPh setahun   =   5%  *  (PKP   *   12)



-. Untuk menghitung Pajak Penghasilan pasal 21 dalam satu bulan 


dapat dihitung dengan rumus :

	PPh sebulan    =    PPh setahun   :   12 bulan


Untuk lebih jelasnya dapat diperingkas sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

	
	Penghasilan Bruto
	
	

	1

2

3
	Gaji pokok (sebulan)

Tunjangan struktural

Jumlah Penghasilan Bruto (jumlah no.1 s/d no.2)
	999,999
999,999
	999,999

	
	Pengurangan
	
	

	4

5

6
	Biaya Jabatan

Iuran Pensiun

Jumlah Pengurangan (jumlah no.4 dan no.5)
	999,999
999,999

	999,999

	
	Perhitungan Pajak Penghasilan 21
	
	

	7
8

9

10

11

12

13
	Penghasilan neto sebulan (no.3 kurang no.6)
Penghasilan neto setahun (no.7 kalikan 12 bulan)

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan kena pajak setahun (no.8 kurang no.9)

PPh pasal 21 yang terutang (no.10 kali tarif pasal 17)

PPh pasal 21 sebulan (no.11 : 12 bulan)

Total Gaji Diterima (no.7 kurang no.12)
	
	999,999
999,999
999,999
999,999
999,999
999,999
999,999


Sehubungan dengan banyaknya kasus-kasus dalam Pajak Penghasilan pasal 21, penulis akan memberikan sebuah contoh perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 secara manual sebagai berikut:

Kasus 1
Ibu Rika bekerja pada sebuah perusahaan PT MAKMUR dengan memperoleh gaji sebulan Rp 1.000.000,00. Bu Rika mendapatkan tunjangan struktural sebesar Rp 200.000,00 yang dibayar bersamaan dengan gaji bulanannya. PT MAKMUR mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Premi Jaminan Kematian yang diberi oleh pemberi kerja sebulan masing-masing 5% dan 3% dari gaji pokok. Bu Rika menanggung iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2% dari gaji pokok setiap bulan.Bu Rika sudah bersuami tapi belum mempunyai anak.
 Perhitungannya sebagai berikut :
Gaji Pokok


Rp 1.000.000,00

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja



5% * Rp 1.000.000,00
Rp   50.000,00

Premi Jaminan Kematian



3% * Rp 1.000.000,00
Rp   30.000,00

Tunjangan Struktural

Rp 200.000,00 (+)







——————

Penghasilan Bruto



Rp 1.280.000,00
Pengurangan



1. Biaya jabatan

Rp   64.000,00


2. Iuran pensiun

Rp   50.000,00 


3. Iuran JHT




2% * Rp 1.000.000,00
Rp   20.000,00 (+)








——————








Rp 134.000,00 (-)








——————


Penghasilan neto sebulan


       Rp 1.146.000,00


Penghasilan neto setahun



(12*Rp 1.146.000)    

Rp 13.752.000,00

       4. Penghasilan Tidak Kena Pajak




Untuk Wajib Pajak :




Pribadi

Rp 2.880.000,00




Tambahan Wajib




Pajak Kawin
Rp 1.440.000,00 (+)







———————








Rp 4.320.000,00 (-)









———————


Penghasilan Kena Pajak setahun
Rp 9.432.000,00



PPh pasal 21 yang terutang 




5% * Rp 9.432.000,00   = Rp 471.600,00


PPh pasal 21 sebulan
 




 Rp 471.600,00  




 ——————                             =  Rp 39.300,00  (-)
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      ——————


Total Gaji yang diterima


    =  Rp.1.106.700,00
Kasus 2

Sandi Bayu seorang manajer produksi pada PT  Moto Mutu di Kota Tangerang, sudah menikah dan mempunyai 2 anak . Gaji sebesar Rp 1.500.000,00 sebulan. Misalkan UMP di Kota Tangerang sebesar Rp 628.675,00 sebulan. PT Moto Mutu mengikuti program Astek. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian masing – masing sebesar 1% dan 3% dari gaji pokok. Sandi Bayu harus membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulannya sebesar 2% dari gaji pokok.
PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh pemberi kerja adalah sebagai berikut

PPh Pasal 21 terutang
Penghasilan sebulan     


Rp 1.500.000,00

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja

1% * Rp 1.500.000

Rp      15.000,00

Premi Jaminan Kematian

3% * Rp 1.500.000

Rp      45.000,00 (+)






———————
Penghasilan Bruto Sebulan



Rp 1.560.000,00

Pengurangan
1. Biaya jabatan  (5%XRp 1.560.000,00)
Rp 78.000,00
Maksimum yang diperkenankan Rp 108.000,00

2.   Iuran pensiun          



Rp 75.000,00
3.   Iuran JHT (2% * Rp 1.500.000,00)
Rp 30.000,00 (+)







—————–







  Rp  183.000,00 (-)







   ——————
Penghasilan Neto sebulan  


    
      Rp   1.377.000,00

Penghasilan Neto setahun

(12xRp.1.377.000,00)      


Rp 16.524.000,00

4.   PTKP Setahun
Wajib Pajak Pribadi
Rp    2.880.000,0

Wajib Pajak Kawin

Rp    1.440.000,0

(K/2) setahun            
Rp   2.880.000,0 (+)




———————






Rp 7.200.000,0 (-)







 ——————
Penghasilan Kena Pajak      


Rp 9.324.000,00

PPh Setahun 21 setahun :

5% X Rp 9.324.000,00      Rp 466.200,00

PPh Pasal 21 sebulan                             

Rp 466.200,00  :  12


       
     Rp      38.850,00(-)







     ——————–
Total Gaji yang diterima          


                 Rp 1.338.150,00
2.6 Keuntungan Pengolahan Data Dengan Bahasa Pemrograman Visual Basic

Sistem pengolahan data gaji dan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan Visual Basic merupakan penyempurnaan dari sistem yag sedang berjalan di Bagian Instalasi Gizi Rumah Sakit Mata Dr. YAP Yogyakarta. Walaupun komputer mempunyai kemampuan yang luar biasa, namun komputer tidak dapat bekerja tanpa campur tangan manusia. Campur tangan manusia tersebut misalnya berupa penentuan sistem kerja, memberikan instruksi – instruksi yang dinamakan program. Dengan dukungan inilah maka seperangkat komputer yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan tenaga pelaksana dapat menyelesaikan pengolahan data dengan cepat dan akurat.

Dengan keuntungan – keuntungan inilah maka pengolahan data penggajian dan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 di Bagian Instalasi Gizi Rumah Sakit Mata Dr. YAP Yogyakarta dengan bahasa pemrograman Visual Basic perlu diadakan.
2.7 Sekilas tentang Visual Basic dan Database

Mulanya BASIC dikembangkan pada pertengahan 1960-an sebagai cara memperkenalkan teknik komunikasi dengan komputer pada mahasiswa. Tapi, BASIC terbukti canggih dan mudah dipahami sehingga bahasa ini bertahan sampai sekarang sebagai pilihan pertama bagi banyak pemrogram. Sebagaimana ditunjukkan oleh kenyataan bahwa ketua Microsoft, Bill Gates, sangat mendukung BASIC sebagai bahasa pilihan untuk komputasi populer dalam Windows dan diluarnya.

Visual Basic merupakan pemrograman berbasis Windows yang memanfaatkan fasilitas GUI ( Graphical User Interface ). Karena bahasa ini dikembangkan dari bahasa Basic. Maka beberapa perintah dan fungsinya mempunyai kesamaan. Visual Basic dirancang untuk memberi kemudahan bagi programmer, dimana dalam merancang program cukup memanfaatkan obyek – obyek yang ada. Obyek kotak, tombol, garis, teks, dan lain – lain, semua telah tersedia. 


Dengan cara visual ( penglihatan ), programmer hanya merangum obyek yang dibutuhkan, sehingga Visual Basic termasuk bahasa pemrograman yang berorientasi pada obyek ( Object Oriented Programming) artinya sebuah program yang disusun berdasar obyek – obyek. Dengan demikian peristiwa apa yang sedang terjadi, operasi apa yan sedang dilakukan, dan seluruh aktivitas dalam program harus mengacu pada obyek tertentu. Disamping  obyek, Visual Basic juga menyediakan fasilitas prosedur untuk akses data, yaitu Class, Encapsulation, Inheritance, Polymorphism yang lebih memudahkan programmer dalam pengaturan pemrosesan data. 


Database adalah kumpulan data yang berhubungan dengan suatu obyek, topik, atau tujuan khusus tertentu. Sebagai contoh buku telepon, kamus bahasa, data koleksi musik dan video, data pelanggan, data mahasiswa, data pegawai, dan lain-lain. Untuk program ini digunakan database Accsess, karena kita dapat mengelola seluruh data yang dimiliki kedalam sebuah file database. Database pada Accsess dapat terdiri atas satu atau beberapa tabel, query, form, report, page, makro dan modul yang semuanya berhubungan atau saling terkait.
Tables, berupa tabel kumpulan data yang merupakan komponen utama dari sebuah database. Queries, digunakan untuk mencari dan menampilkan data yang memenuhi syarat tertentu. Forms, digunakan untuk menampilkan data, mengisi data dan mengubah data yang ada didalam tabel. Reports, digunakan untuk menampilkan laporan hasil analisis data. Makros, untuk mengotomatisasi perintah-perintah yang sering digunakan dalam mengolah data. Modules, digunakan untuk perancangan berbagai modul aplikasi pengolahan database tingkat lanjut sesuai dengan kebutuhan.
Formulir isian data pegawai





Bagian pengelola penggajian





Laporan gaji





Laporan gaji perorangan





Laporan rekapitulasi
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